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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 

Suatu kegagalan sesungguhnya bukanlah akhir dari segalanya dan  

Membuat orang berputus asa, namun merupakan sebuah keberhasilan 

Yang tertunda dan bagaimana seseorang itu mau berusaha lagi untuk meraih 

Keberhasilan tersebut dengan doa dan usaha. 

 

 

Tidak ada yang tidak dapat kita capai apabila kita berusaha. 

maka ingatlah kepadaKu, Aku akan selalu ingat kepadamu. 

Bersyukurlah atas kenikmatanKu kepadamu dan janganlah menginkariKu. 

(Al-Baqarah: 152) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan 

umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di 

Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah langsung atau sering disebut pilkada langsung 

merupakan mekanisme demokratis dalam rangka memilih pemimpin di daerah, 

dimana rakyat secara menyeluruh  dan langsung memiliki hak dan kebebasan untuk 

menentukan calon-calon kepala daerah.1 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-

undang dasar.2 Makna dari kedaulatan berada ditangan rakyat adalah bahwa rakyat 

memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis 

memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna menerus dan melayani 

seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya 

pemerintahan. 

 

                                                             
1Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010 

hlm.,135. 
2UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) 
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Pilkada adalah konsekuensi logis sejak diberlakukannya otonomi daerah. 

Pilkada juga membawa beberapa harapan baru untuk pengembangan demokrasi di 

tingkat lokal.3 Diantaranya adalah:  

1) Pilkada langsung memiliki nilai strategis dalam rangka mengurangi 

kelemahan yang menjadi ciri perpolitikan lokal saat ini. 

2) Pilkada juga dapat dijadikan sebagai ruang pengelolaan kedaulatan rakyat, 

disamping sebagai instrumen untuk mendorong mekanisme demokrasi bekerja 

ditingkat lokal. Kini tidak mudah bagi pusat untuk terlibat dalam penentuan 

kepala daerah karena rakyat yang akan menentukan langsung pemimpinnya 

dengan dilakukannya pilkada secara langsung. 

3) Pilkada juga dapat dijadikan alat untuk memperkuat institusi politik lokal. 

Saat ini baik kepala daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) memiliki basis politik yang kuat, karena mereka mempunyai basis 

legitimasi yang jelas. Jika dahulu kepala daerah dan DPRD memperoleh 

legitimasi dari partai politik, sekarang mereka memperoleh legitimasi 

langsung dari rakyat. 

4) Pilkada juga dijadikan sebagai langkah awal untuk membentuk wadah 

integritas bersama dalam membangun daerah. Pilkada dapat dijadikan sebagai 

sebuah konsensus bersama antara calon kepala daerah dan masyarakat  untuk 

                                                             
3Syamsul Hadi Thubany,Pilkada Bima 2005; Era Baru Demokratisasi Lokal Indonesia, 

Jakarta: Nuansa Aksara, 2005, hlm.,6. 
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memperbaiki berbagai ketimpangan dan problem-problem yang menghambat 

kemajuan daerah. 4 

Indonesia sendiri baru memberlakukan pilkada secara langsung ketika 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, 

Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengenai Pemilihan, Pengesahan, 

Pegangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta 

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah Daerah untuk 

kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.5 

Dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan tonggak 

baru penegakan kedaulatan rakyat daerah di Indonesia dengan memberikan 

perubahan yang sangat signifikan dalam tata pemerintahan dan bahkan adanya 

pemilihan kepala daerah secara langsung.   

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu alternatif yang 

bisa dipilih untuk meningkatkan legitimasi pemerintah daerah. Ada sejumlah 

argumen yang melandasi relevansi pemilihan kepala daerah secara langsung dengan 

legitimasi pemerintah daerah, yaitu:6 

                                                             
4Ibid.,hlm.,6-7. 
5Syamsul Hadi Thubany, Op.Cit.,hlm.,1. 
6Jayadi Nas,Demokrasi dan Demokratisasi; Konsep dan Aplikasinya,Jakarta: Wacana 

Indonesia, 2005, hlm.,53. 
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Pertama, pemilihan secara langsung diperlukan untuk memutus oligarki partai 

yang mewarnai pola pengorganisasian partai politik di DPRD. Kepentingan partai 

bahkan kepentingan elit seringkali dimanipulasi sebagai kepentingan kolektif 

masyarakat. Dengan demikian, pemilihan secara langsung bagi kepala daerah 

diperlukan untuk memutus distorsi dan politisasi aspirasi publik yang cenderung 

dilakukan partai dan para politisasi partai jika kepala daerah dipilih secara elistis oleh 

DPRD. 

Kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung dapat meningkatkan kualitas 

akuntabilitas para elit politik lokal, termasuk kepala daerah. Mekanisme pemilihan 

kepala daerah yang dahulunya dipilih oleh para anggota DPRD cenderung 

menciptakan ketergantungan berlebihan kepala daerah terhadap DPRD. Akibatnya 

kepala daerah lebih bertanggung jawab kepada DPRD dari pada kepada publik atau 

masyarakat didaerah tersebut. 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (1) juncto7 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya 

disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan 

kabupaten/ kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupatidan wakil bupati, 

serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.8 

                                                             
7Makna kata Juncto atau Jo yaitu bertalian dengan, berhubungan dengan. Sehingga peraturan 

awalnya masih berlaku. Diambil dari http://www.hukumonline.com/penggunaan-kata-jo diakses 

tanggal 2 April pukul 11.30. 
8Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Juncto Undang-Undang No.10 Tahun 2016 
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Dalam pilkada tersebut diselenggarakan melalui dua tahapan, yaitu tahapan 

persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Pelaksanaan kampanye termasuk pada 

tahapan penyelenggaraan pilkada.pelaksanaan pilkada secara langsung yang 

merupakan perwujudan dari negara yang demokrasi karena rakyat yang menentukan 

sendiri secara langsung pemimpinya. Dalam setiap pemilu, baik pemilu nasional 

maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak bisa lepas dari 

kampanye. Terkait kampanye, tentu tidak terlepas dari persoalan Alat Peraga 

Kampanye (APK), sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 

4 tahun 2017 Pasal 1 Ayat (22)9 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.  

Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat 

visi, misi, dan program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon 

yang dipasang untuk keperluan kampanyeyang bertujuan untuk mengajak orang 

memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU/Komisi Independen 

Pemilihan (KIP) Aceh10 Provinsi, Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan di dibiayai sendiri oleh pasangan calon. 

Semua peralatan yang dipergunakan dan dipasang oleh tim masing-masing pasangan 

calon kepala daerah sudah banyak terpampang dan terlihat di beberapa lokasi 

                                                             
9Peraturan KPU No.4 tahun 2017 Pasal 1 Ayat (22) 
10Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang meliputi KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota 

merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diberi wewenang oleh undang-undang 

untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilukada di seluruh wilayah Aceh, Dalam menjalankan 

tugasnyaKPUProvinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh 

sekretariat. Diambil dari http://kpu-pidiejayakab.go.id/ diakses tanggal 1 Maret 2018 pukul 17.40. 

http://kpu-pidiejayakab.go.id/
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strategis di mana masyarakat dapat melihat visi, misi dan program yang ditawarkan 

para peserta pilkada dilaksanakan di daerah pilihan.11 

Namun, permasalahan yang sering terjadi dan dilakukan oleh para calon 

kandidat kepala daerah melakukan kampanye terselubung dengan mempromosikan 

visi dan misi melalui: baliho, spanduk, poster, banner, dan sticker untuk menarik 

perhatian masyarakat sebagai pemilihnya, kadang kalah juga banyak calon kepala 

daerah yang melakukan kunjungan kepada masyarakat seperti melakukan pertemuan 

di tempat ibadah, sekolah, dan kunjungan lain yang bersifat melakukan kampanye 

terselubung, Hal itu menyalahi aturan dan teknis jadwal kampanye yang ditetapkan 

oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi, kabupaten/kota.12 

Dalam berkampanye diberikan ruang yang luas bagi kandidat dalam 

menyampaikan visi-misi dan program  yang diusung apabila terpilih jadi kepala 

daerah. Dalam kurun waktu tersebut, usaha-usaha meraih simpati tentunya akan 

dilakukan para kandidat dengan beradu strategi memanfaatkan berbagai metode 

kampanye. Namun demikian, meskipun dalam  waktu yang tersedia untuk beradu 

strategi terbilang panjang, tetapi metode kampanye yang akan dilakukan bukanlah 

tiada batas. Pembatasan-pembatasan itu perlu dalam rangka mewujudkan kampanye 

yang bermartabat, berkeadilan dan berkualitas. Demokrasi tanpa pembatasan akan 

                                                             
11Dilihat dalam http://diy.kpu.go.id/web/2015/12/22/kampanye-dalam-pilkada-serentak-

2015diakses tanggal 7 Februari pukul 13.50. 
12Dilihat dalam http://kompas.com/2018/01/25/bertebaran-baliho-kampanye-pilgubdiakses 

tanggal 7 Februari pukul 14.20. 

http://diy.kpu.go.id/web/2015/12/22/kampanye-dalam-pilkada-serentak-2015
http://diy.kpu.go.id/web/2015/12/22/kampanye-dalam-pilkada-serentak-2015
http://kompas.com/2018/01/25/bertebaran-baliho-kampanye-pilgub
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menghasilkan demokrasi yang kebablasan dan menjauhi dari esensi keadilan 

sebenarnya.13 

Pembatasan–pembatasan dalam kampanye diatur dalam Pasal 65 dan 66 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Regulasi dalam melakukan 

pembatasan metode dan teknis berkampanye yang diatur dalam Pasal 65 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu, dalam Ayat 1, mengenai pertemuan terbatas, 

pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan 

calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan 

media cetak dan media massa elektronik, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan 

kampanye. Dalam Ayat 2, diatur mengenai debat terbuka atau debat publik, 

penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan iklan media massa cetak 

dan elektronik difasiltasi oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota melalui APBD, 

mengenai pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka serta dialog difasilitasi oleh 

partai politik atau pasangan calon, namun penyebaran bahan kampanye dan 

pemasangan alat peraga kampanye dapat juga difasilitasi oleh partai politik dan 

pasangan calon.15 

                                                             
13Dilihat dalam http://kpu-minahasakab.go.id/berita-107-informasi-kampanye-pilkada diakses 

tanggal 7 Februari 2018 pukul 14.35 WIB 
14 Makna kata Juncto atau Jo yaitu bertalian dengan, berhubungan dengan. Sehingga 

peraturan awalnya masih berlaku. Diambil dari http://www.hukumonline.com/penggunaan-kata-jo 

diakses tanggal 2 April 2018 pukul 11.30 WIB 
15Pasal 65 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan 

Walikota.  

http://kpu-minahasakab.go.id/berita-107-informasi-kampanye-pilkada
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 Disamping itu dalam Pasal 66 mengenai teknis berkampanye yaitu, mengenai 

media massa dan elektronik dalam menyampaikan materi dan iklan kampanye, 

pemerintah daerah memberikan fasilitas untuk kampanye pada KPU Provinsi dan 

KPU kabupaten/kota, diperbolehkan menggunakan gambar atau atribut calon yang 

bersangkutan, pemasangan alat peraga kampanye harus sesuai aturan yang berlaku, 

alat peraga kampanye harus dibersihkan tiga hari sebelum hari pemungutan suara.16 

Dengan dibatasinya metode dan teknis kampanye, maka pasangan calon kepala 

daerah dan tim pendukung masing-masing calon kepala daerah tidak bisa 

mengangendakan kampanye diluar metode kampanye yang telah ditentukan. 

Pelaksanaan kampanye diluar regulasi merupakan pelanggaran pelaksanaan pilkada, 

sebagai calon kepala daerah selayaknya para kandidat memberikan contoh untuk taat 

pada aturan dan regulasi kampanye yang telah di tentukan. 

Dengan latar belakang masalah diatas maka penulis ingin menyusun skripsi 

dengan judul “ Implementasi Pasal 65 dan 66 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 

2015 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Mengenai Metode 

Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah” 

 

 

 

                                                             
16  Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 bahwa Pasal 66 tidak ada perubahan dari 

Undang-Undang  sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 mengenai Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota 
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B. Rumusan Permasalahan 

  Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

pokok permasalahan yang akan menjadi landasan dalam pembahasan skripsi ini, 

yaitu: Bagaimana implementasi Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2015 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai metode  kampanye 

bagi calon kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: Menjelaskan dan menganalisis implementasi Pasal 65 dan 66 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

mengenai metode kampanye calon kepala daerah dalam pemilihan umum kepala 

daerah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

umum berhubungan dalam  pemilihan langsung dengan metode dan cara 

teknis berkampanye dalam pemilihan kepala daerah. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan 

edukasi bagi mahasiswa serta gambaran yang nyata agar masalah yang 

didalamnya dapat diambil solusi dan penyelesaian dengan baik. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data informasi bagi 

perguruan tinggi dan  instansi yang terkait didalam penulisan skripsi ini. 

b. Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan memberikan wawasan lebih 

bagi pembaca mengenai macam-macam masalah hukum yang terdapat 

dalam isi dari skripsi ini. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh dalam 

pembahasan skripsi ini dan menghindari supaya pembahasan tidak menyimpang 

dengan permasalahan, maka dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi 

ruang lingkup penelitian pada hal–hal yang berkaitan dengan metode dan cara 

berkampanye yang sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam pemilihan umum 

kepala daerah. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Negara Demokrasi 

 Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu  “demos”dan “crotos” yang artinya 

pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Demokrasi berarti “ rakyat berkuasa” atau 

government or rule by the people.17Maksudnya, rakyat adalah pemegang kekuasaan 

tertinggi. Atas dasar inilah rakyat mendapatkan kedudukan sangat penting karena 

                                                             
17Rizky A Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia,dan Demokrasi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2013, hlm.,104. 



11 
 

 

pemegang kedaulatan. Dengan demikian, demokrasi merupakan istilah yang bersifat 

universal yang dalam pokoknya semua orang berhak untuk memerintah dan 

diperintah18. Demokrasi merupakan salah satu konsep tentang bagaimana suatu 

negara menjalankan pemerintahannya. 

 Menurut Plato19 ada lima bentuk pemerintahan dimana dibentuk dan 

dijalankan tergantung dari sifat penguasanya. Bentuk yang pertama adalah aristokrasi 

yang merupakan bentuk negara dimana pemerintahannya dijalankan oleh kalangan 

terpelajar dan dalam menjalankan pemerintahannya berpedoman pada keadilan. 

Seiring dengan perkembangan sifat manusia yang berubah maka bentuk aristokrasi 

juga mengalami perubahan yang tidak lagi untuk kepentingan umum dan tidak lagi 

berpedoman pada keadilan tetapi untuk kepentingan para penguasa yang kemudian 

bentuk negara menjadi timokrasi. Bentuk timokrasi lebih mengutamakan kepentingan 

penguasa dimana kekuasaan hanya dapat dilakukan oleh kalangan orang kaya raya. 

Dengan demikian bentuk pemerintahan mengalami perubahan dari timokrasi menjadi 

oligarki. 

 Dalam suatu pemerintahan oligarki terjadi penindasan terhadap rakyat yang 

membuat rakyat melakukan perlawanan dan terjadi perpindahan pemerintahan 

dimana negara yang kekuasaannya ada ditangan rakyat yang disebut demokrasi. Pada 

pemerintahan demokrasi maka rakyat mendapatkan kebebasan sehingga timbullah 

kebebasan dan kemerdekaan yang tanpa batas yang disebut dengan bentuk negara 

                                                             
18Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, 

hlm.,242. 
19Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty, Edisi Ketiga, 1998, hlm.,19-21. 
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anarkhi. Dalam situasi ini muncul satu orang yang dapat menguasai kekacauan 

sehingga menjadi penguasa tunggal yang keras, kuat dan menindas rakyat, dan negara 

ini disebut dengan tirani.20 

 Demokrasi telah dikenal dan menjadi fokus studi sejak lama, bahkan sejak 

istilah demokrasi itu sendiri. Hal ini melahirkan berbagai macam pengertian dan 

model demokrasi yang dipraktikkan diberbagai negara. Pada tahun 1926, Mac Iver 

sudah menyatakan bahwa semua negara modern saat itu dapat dikategorikan sebagai 

negara demokrasi, namun tidak ada yang memiliki karakter sama. Demokrasi 

mengalami perkembangan pesat dan dipraktikkan menjadi pilihan sistem bernegara 

terutama pada abad XIX bersamaan dengan tumbuhnya nasionalisme. Pada akhir 

abad XVIII negara-negara yang mengembangankan institusi demokrasi hanya dapat 

dilihat di Inggris, Prancis, dan Belanda. Namun diawal abad XX hampir negara  di 

kawasan Eropa yang tidak memiliki konstitusi demokratis seperti hanya juga kawasan 

Amerika dan Asia.21 

 Dalam berbagai literatur, demokrasi dipahami sebagai salah satu bentuk 

pemerintahan yang berakar pada klasifikasi Aristoteles yang dibuat berdasarkan 

jumlah dan sifat pemegang kekuasaan negara. Demokrasi berakar pada kata 

“demos”dan “crotos” yang berarti “kekuasaan yang ada pada rakyat seluruhnya”, 

untuk membedakan dengan bentuk pemerintahan oligarki, kekuasaan yang ada pada 

                                                             
20Ibid,hlm.,23. 
21Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2013, 

hlm.,12-13. 
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sedikit orang, dan monarki, kekuasaan yang ada di tangan satu orang.22Dalam 

pengertian Yunani Kuno demokrasi adalah kekuasaan oleh orang biasa, yang miskin 

dan tidak terpelajar sehingga demokrasi pada saat itu ditempatkan sebagai bentuk 

pemerintahan yang merosot atau terburuk. 

 Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara 

sebagai wujud kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk 

dijalankan oleh pemerintahan negara.salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias 

politica yang membagi kekuasaan politik negara menjadi 3 (tiga) yaitu, eksekutif, 

legislatif, yudikatif. Untuk diwujudkan negara yang saling lepas (independen) dan 

berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi 

ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga ini bisa mengawasi 

dan saling mengontrol berdasarkan prinsip cheks and balances. Sistem pemerintahan 

demokrasi berkaitan dengan faktor-faktor seperti adanya sistem perwakilan, 

berdirinya lebih dari satu partai politik, berlangsungnya pemilihan umum secara 

berkala, keterbukaan politik dalam merumuskan kebijakan, manajemen pemerintahan 

yang trasnparan, dan efektivitas pengawasan sosial oleh masyarakat. Dalam 

demokrasi dituntut bertanggung jawab dari pada yang memerintah untuk diperintah, 

karena yang memerintah itu merupakan wakil rakyat.23 

                                                             
22Ibid,hlm.,14. 
23Rizky A Irmansyah,Op. Cit., hlm.,104-109. 
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 Untuk dapat memahami tentang demokrasi, terlebih dahulu perlu dibedakan 

pengertian yaitu:24 

a. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang dipandang menurut bentuknya 

seperti yang dikemukakan sederhana oleh Abraham Lincoln yaitu suatu 

pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. 

b. Demokrasi material, yakni demokrasi ditinjau dari sudut isinya sebagai salah 

satu alam pikiran yang menuntut terwujudnya kemerdekaan dan keadilan bagi 

setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

2. Teori Pemilu  

Pemilu memiliki hubungan yang erat dengan negara demokrasi dan negara 

hukum.Demokrasi yang intinya terlibatnya rakyat dalam pembentukan serta 

penyelenggaraan pemerintahan melalui partisipasi, representasi dan pengawasan. 

Pemilu juga berkaitan erat dengan prinsip negara hukum karena dengan adanya 

pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakil yang membentuk produk hukum, serta 

melakukan pengawasan pelaksanaan hukum. Pemilu juga merupakan representasi 

pelaksanaan ciri negara hukum lain yaitu, pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya 

hak untuk memilih dan dipilih, serta wujud dari persamaan dihadapan hukum dan 

pemerintahan.25Pemilu yang diselenggarakan untuk menjalankan demokrasi harus 

memenuhi beberapa prinsip, yaitu bebas, adil, berkala, umum, persamaan dan rahasia. 

Selain itu juga harus terdapat penghormatan terhadap hak memilih dan dipilih, 
                                                             

24Janedjri M. Gaffar, Op. Cit., hlm., 18. 
25Moh. Mahfud MD, Hukum dan pilar-pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media, 

1999,hlm.,221-222. 
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kebebasan berekspresi dan berkumpul, akses terhadap informasi, dan kebebasan 

berorganisasi. 

Penyelenggaraan pemilu juga merupakan salah satu prinsip negara hukum 

modern yang dirumuskan oleh internasional Commission of Jurist.26Dalam konteks 

negara hukum juga pemilu ini dibutuhkan untuk menjamin bahwa hukum yang dibuat 

secara demokratis, yaitu oleh suatu lembaga yang dipilih oleh rakyat melalui cara-

cara yang demokratis, yaitu pemilihan umum.  

Pemilu dapat dilaksanakan melalui beberapa sistem yang berbeda–beda, 

Secara garis besar sistem pemilu pada umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu sistem 

proporsional dan sistem distrik. Sistem proporsional sering juga disebut dengan 

sistem multi–member-constituencies,sedangkan sistem distrik disebut sistem single-

member-constituency. Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (distrik pemilihan) 

memilih satu wakil atas dasar pluralitas. Sedangkan dalam sistem proporsional, satu 

wilayah yang besar memilih beberapa wakil yang jumlahnya ditentukan berdasarkan 

perimbangan jumlah penduduk. 

Setiap sistem pemilu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing–masing, 

dan sama–sama sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Dalam 

praktiknya yang sering menjadi permasalahan adalah bukan pada sistem pemilu 

(election system) yang dipilih, tetapi lebih pada proses pelaksanaan pemilu mulai dari 

penentuan calon, kepanitian, saksi, kampanye, dan rekapitulasi perhitungan suara. 

                                                             
26M. Kurniawan, Skripsi Strata 1: Analisis Faktor-Faktor Daftar Pemilih Tetap Yang 

Bermasalah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera 

Selatan, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2017, hlm.,13.  
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Selain persoalan sistem pemilu, hal lain yang mendapat perhatian karena terkait 

dengan hak asasi manusia adalah penentuan hak pilih di mana ada yang menentukan 

bahwa hak memilih dan dimiliki oleh semua warga negara yang telah dewasa dan ada 

yang menentukan bahwa hak pilih dimiliki oleh warga negara dewasa yang terbatas.27 

Agar pemilihan yang dijalankan benar–benar dapat membentuk organ negara 

yang akan menjalankan pemerintahan sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat, 

maka pelaksanaan pemilu harus dilakukan menurut prinsip–prinsip tertentu sehingga 

pemilu itu sendiri dapat dikatakan sebagai pemilu yang demokratis.28 

G. Metode Penelitian 

   Untuk mendapatkan suatu data yang relevan serta konkret dan terarah maka 

diperlukan suatu metode, yaitu dengan cara mendekatkan permasalahan melalui 

hukum dengan melihat–lihat norma hukum yang berlaku yang dihubungkan dengan 

kejadian atau fakta–fakta yang terjadi di masyarakat, metode merupakan suatu hal 

yang penting di dalam melakukan penelitian dan merupakan sarana pokok dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni. Penelitian bertujuan 

untuk mengungkapkan kebenaran sarana sistematis dan konsisten.29 

1. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yaitu jenis penelitian yang 

dilaksanakan di lapangan untuk mengumpulkan data-data yang terkait dalam suatu 

                                                             
27Janedjri M. Gaffar, Op. Cit., hlm.,40. 
28Ibid,hlm.,41. 
29Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.,17. 
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penelitian. Tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami 

fenomena atau gejala sosial di masyarakat dengan lebih fokus pada gambaran tentang 

bagaimana metode dan teknis berkampanye calon kepala daerah dalam pemilihan 

umum kepala daerah. 

2. Metode Pendekatan Penelitian 

    Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini 

adalah pendekatan perundang–undangan, dalam penelitian ini dilihat peraturan 

perundangan dan regulasi30 apa saja yang terkait dalam Pasal 65 dan 66 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

mengenai metode kampanye calon kepala daerah dalam pemilihan umum kepala 

daerah. Dalam metode ini adalah bersifat konkret dan khusus.  Metode penelitian 

pada penulisan ini juga mengunakan pendekatan kasus31, kasus yang terkait pada 

penelitian ini adalah pemilihan calon kepala daerah di  Provinsi Sumatera Selatan. 

Metode penelitian ini juga menggunakan  pendekatan konseptual32, untuk 

menemukan konsep dan membangun argumentasi hukum dalam melakukan 

penelitian terhadap kampanye pemilihan umum kepala daerah. 

3. Lokasi Penelitian 

    Untuk mendapatkan data-data apa saja yang diperlukan untuk menulis 

skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi penelitian di: 

                                                             
30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Media Group, 2011, hlm.,93. 
31Ibid., hlm.,94. 
32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Media Group, 2011, hlm 137. 
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- Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, di jalan 

Pangeran Ratu Jakabaring, Seberang Ulu 1 Kota Palembang 

- Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera 

Selatan, di jalan Opi Raya Jakabaring, Seberang Ulu 1 Kota Palembang 

4. Data dan Sumber Data 

  Sumber data yang digunakan dari berbagai bahan bacaan yang menunjang 

penelitian. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari mengumpulkan 

dan mengkaji literatur atau dokumen yang berkaitan dengan rumusan masalah, 

sehingga permasalahan tersebut dapat dijawab dengan baik dan benar oleh peneliti. 

Dimana data tersebut terdiri dari :33 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat selaku   

sumber pertama dalam penerapan yang terkait dalam permasalahan yang 

dikaji. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini: 

1) Hasil wawancara dengan staf KPUD Provinsi Sumatera Selatan dan 

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. 

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil 

Walikota. 

                                                             
33Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2006, hlm.,52. 
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4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas perubahan Undang-

Undang Nomor  8 Tahun 2015. 

5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data 

primer. Data sekunder yang digunakan meliputi, jurnal, artikel hukum, 

skripsi, tesis, buku, majalah hukum. 

c. Data Tersier 

Yaitu data yang memberikan petunjuk dan penjelasan atau sebagai 

penunjang mengenai data primer dan data sekunder yang meliputi, kamus 

hukum dan politik, ensiklopedia, internet. 

5. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data apa saja yang diperlukan berkaitan dengan 

penulisan skripsi ini maka ada berbagai cara yang dilakukan, diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Wawancara, wawancara ini dilakukan dengan beberapa orang pada 

instansi terkait dalam hal ini yaitu, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan 

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. 
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b. Studi Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari buku, 

artikel, jurnal, skripsi, makalah dan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan objek penelitian pada penulisan skripsi. 

6. Teknik Analisis Data 

  Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif.34 Analisis deskriptif ini dilakukan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan 

bagaimana menjelaskan dan menganalisis Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 . Sementara untuk 

analisis kualitatif sendiri adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah untuk dipahami dan dibaca. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

  Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

menggunakan penarikan kesimpulan induktif. Penarikan kesimpulan induktif  yaitu 

penarikan kesimpulan yang diawali dari data khusus setelah mendapatkan hasil 

pengamatan dilapangan. Data hasil empiris tersebut disusun, dikaji, dan diolah untuk 

ditarik makna dan kesimpulannya dalam bentuk bersifat umum.35 

 

 

 

                                                             
34Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 

2004, hlm.,126. 
35Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2015, hlm.,10. 
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